T BLPNHBOLAMM}MONGONDOW .
PROVINSI SULAWEST UTARA ;
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR Y] TAHUN 2018

A ! TENTANG

PRQGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
' KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA' ESA

BUPATI'BOLAANG MONGONDOW,

1

Menifnbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola querintah‘yang baik

serta humanis, entrepreneur, akuntabel dan transparan di

Lingkungan Pemnderintah’ Daerah Kabupaten

1

vang efisien dan efektlf "-

Bolaang

Mongondow, maka perlu di§elenggarakan fungsi pengawasan

b. bpahwa unt;uk maksud tersebut di atas, “maka disusun

Program Kerja Penga{vasan Tahunan Kabupaten Bolaang

Mongondow; l i

c. bahwa boxdasarkan pertlrnbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b t perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang' Piog'nam Kerja Pengawasan Tahunan

Kabupaten Bolaang Monéondow .
Mengingat : 1. Undang- Uhdax;lg No!mor 2_9 Tahun
Pembentukan Daerah-Daer'ah Tingkat

tentang
Sulawesi

(Lembaran Negdra Republik I;hdone'sia Tahun 1959 Nomor

74, Tfambahan Lembaran. Negara Republik Indonesia Nomor

1822); * - \ |
2 Undaﬁng—Undang' Nomor 28 Tahun

tentang

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
I\o'iu51 dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indones1a

v 'Tahun 1999 Nomor 75, Tarnbahan Lembaran Negara

Repubhk Indone51a Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor’ 15, tahun 2004 tentang Pengawasan

Pengeloldan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66

Tambahan Lembaran Negard Republik Indonesia Nomor

' ; - 4400y,




!

8.

10.

11,

Undang'-Unc'lai}gll' Nomoy' 12 Tahun 2|011 tentang
Pembentukan Peraturaﬁr Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik  Indonesia * Tahun 2011 . Nomor 82,
Tam‘bahan Lembaran Negara Repubhk Indonema Nomor

‘)234} ;

Undang-Undang Nomor 23 Tahupn 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Républik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebaga1mana telah diubah
Ibebexapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9
Taltllun 2015 tentang Pérubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 terllténg Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indongsia Nomor
5679, ' ' .

Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adm1nlstra31 -

Pemermtahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia,
Peraturan Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Repubhk Indonesia Nomor 56015 :

Peraturan Pemermtah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
'Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
'Republik Indonesia Nomor r4593)

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun- 2008 tentang Sistem
tPenoendahan Interen Pemermtah [Lembaran* Negara
Republik Indonesia rl“a.hun 2008 Nomor 127 ’I‘ambahan
Lembaran Negara Républik Indone31a Nomor 4890),
Peratulan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaxan Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114)

Peraturan Pemelintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah; : '

‘Peralturan Menteri Dalam N'egeri' Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Penge;lolaan Keuangan Daerah
sebagaunana telah diubah beberapa kall terakhir dengan
Per'a,turan Menteri Dalam Ncgen Nomor 21 Tahun 2011
tentFmg Pelubahan Atas 'Peraturan Menteri Dalam Negeri




M’enetapkan

12,

13.

" 14,

15,

16.

17.

18.

19.

|

20.

. Nompr |13 Tahun 2006 tentang - Pedoman Pengglolaan

b il

Keuangan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006
tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 23 Tahun 2007

tentang Pedoman Tata : Cara Pengawasan  Atas

Pemelenggaraan Pemermtah' Daerah sebagalmana telah

diubah dengan Pkraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 8
I‘ahun 2009 terltang Perubahan' Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 23 ’I‘ahun 2007 tentang Pedoman Tata
Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Ibaerah
Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2b36);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017
tentang Kebijakan' Pengawakan Penye¢lenggaradn Ilf;ernerintah
Daerah Tahun 2018; . o

Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 14
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 'Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow‘ (Lembaran Daerah
Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2016 Nomor 14);
Peraturan Dae_ra}; Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 10
Tahun' 2017 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja .
.Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran
2018 (Lembaran Dderah Kabupaten Bolaang Mongondow
Tahun 2007 Nomor 10,, ’I‘amba,h-aln| Lembaran Daerah
Kabupaten Bolaang Mongondgw Nomor 10); |
Peraturan Bupati Bolaang Méngondow N’;ornor 7 Tahun 2016
tentang Tata Cara Pengadaan Barang/JaEa Di Desa

Peraturan Bupati, Bolaang 'Mongondow Nomor 28 Tahun

2016 tentang Kedudukan, Susynan Organisasi,' Tugas dan
i?ungsi Serta Tata Kerjﬁ Inspektorat Daerah Tipe A

}\abupaten Bola?mg Mongondow; ‘_ '
‘Peratuldn Bupati Bo}aang Mongondow Nomor 10 Tahun
2017 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa;

I L I

MEMUTUSKAN :

|
PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN
TAHUNAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW.
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"' KETENTUAN UMUM |,

, Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan':

1.:s

2

g oW

~I

11.

12,

Daerah adalah Kabupaten Bola'Lang Mongondow.
Peralngk'at ‘Daerah adalahl Organisasi atau lembaga pada
Pemcrmtah Daerah .yang: bertanggung]awab kepada Kepala

Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan di
Daerah.

Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.

(. l
Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bolaang Mongondow.
DPRD adalah Deéwan Perwakﬁan Rakyat Daerah Kabupaten

Boiaang Mongondow. «i

' Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabu,paten Bolaang

Mongondow

1 ! ]
L}

Inspektur adaldh Inspe}'{tur Daerah Kabupaten Boiaang
Mongondow ' ' o

Camat adalah''Perangkat Daerah sebagal fungsi koordinator
pelaksanaa_n seluruh tugas Pemermtahan Pembangunan
dan kemasyarakatan di wilayah Kecamat‘.an

Desa adalah Desa dan Desa,Adat atau yang disebut dengan
nama lain, selanjutnya disebut Desa, adajah' kesatuan
masyarakat hukum yang mem111k1 b.atas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan :mengurus urusan
pe'rlangkat, kepentingah masyarakat setempat berdasarkan
prakaréa masyarlakat, -hakI 'asal—usgll dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Pemeri'mah Désa adalah Sangadi atau yang disebut dengan

nama lain dibantu pérangkat Desa sebagai unsur

' ﬁenyelenggara_ Perangkht Desa;

Pembinaan Pmyelenbgaraan Perangkat Daerah adalah
usaha, tindakan, dan keg1atan yarlg dltUJukan untuk
mew umdkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Perangkat
Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik
Indonesia; ' : |

Pengawasan 'Pen'yelenggéraan Perangkat Daerah adalah
seluruh proses kegiatan yang éntéra lain berupa langkah-



14.

15.

16.

17.

langkah kerja perencanaan persiapan dan pelaksanaan
r kegiatan Gintuk mevakmkan apakah hasil pelaksanaan dan
penyelesaian suatu peker_]aan tersebut sudah sesuai dengan
tujuan dan rencama yang sudah ditetapkan' berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku; '
Audit/Pemeriksaan a.dalal?% Proses identifikasi masalah,
analisis dan ewalu@.:s1 bukti yang dilakukan secara
independen, obvektlt dan professmnal berdasarkan standar -
audit, untqlq' menﬂal kebe'naran, kecermatan, kredibilitas,
efektivitas, efisiensi dan kegndalan informasi pelaksanaan
" tugas dan fungsi instansi Pemerintah;

Rev"iu adalah Penelaahan ul:ang bukti-bukti suatu kegiatan
untuk’ - memastikan bahwa kegiatan' tersebut telah
dila,'ksanakan sesuai dengan', ketentuan, standar, rencana
ata‘u norma yang telah ditétap'kan;

Evaluasi adalah . Rangkaian kegiatan membandingkan
has:ii /prestasi suatu kegiatan 'dengan standar, rencana, atau
norma yvang felah ditetai)kan dan menentukan faktor faktor
yang mempengaruhl keberhasﬂan atau kegagalan suatu

keglatan dalam mencapa1 tujuany

"

Monitoring adalah Proses ' penilaian kemajuan suatu
prégram/kegiatan dalam ﬁnencapai tujuan yang telah
'diteta,pkan;. | i _
Kegiatan P’en'ga‘w'asan Lainnya adalah Kegiatan selain 4
(empat)' kegiatan .penlé,awasan, utama di atas dalam
menunjang tercapainya fungsi 'pengawasati Inspektorat.

3 BABII'' .
RUANG LINGKUP PELAKSANAAN P’EEGAWASAN'

‘ Pasal 2

|

Program Kerja lj-”‘engawasan ~Tahunan ' Kabupaten Bolaang

Mongondow sebagaimana tercanturr:lr dalam Lampiran

Peraturan Bupati ini. '

Iy
Pelaksanaan Program Kerja sebagaimgna dimaksud dalam

A_vat 1 dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten
Bolaang Mongoridow.

, | . BABII ....




A.PENDAHULUAN , -

' LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BO‘LAANG’MONGONDOW
NOMOR ! TAHUN 2018 |
TANGGAL 2018 |
TENTANG : PROGRAM I\FRJA PENGAWASAN TAHUNAN KABUPATEN: BOLAANG

MONGONDOW | I

|

Dalam mngim mewujudk an (‘ood Govemance (Tata Kelola Pemerintah yang
baik) serta mendorong adanyf penmgkatan pelayanan kepada' masyarakat maka
fungsi pengawasan memegang pcranah yang’ sangat penting dan strategis.
Dengan pengawasan \ang' lebih, efektlf diharapkan penyelenggaraan
pemermtahan dan pbmbancunan akan berjalanlebih efektif dan efisien sehingga
kepercayaan masyarakat terhadap pemermtah akan meningkat. Program Kerja
Pengawasan Tahunan merupakan 'salah S.atu cara dalam rangka merencanakan

pelaksanaan pengawasan yang lebih qﬁslen dan efektif.

Dalam rangka mehksﬁanq}(an fung51 pengawasan pemerintahan tersebut
%ebagalmdna telah diatur dcngan Peraturan Pemermtah Nomor 79 Tahun 2005
tcntang Pedoman Pembinaan dan Pencawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah dan Puarumn Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang
Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemermtahan Dgérah Tahun 2018 serta
berdasquan Peraturan'Daerah Kabupaten Bolaan'g Mongondow Nomor 14 Tahun
2016 tentang Pembenu:lkar'l dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang
Mongoridow, maka [nspektorat Daerah I\abupaten Bolaang Mongondow untuk
Tahun 2018 akan melalxukan kegiatan : o

. Aqdlt-/Pemenksaan, adalah 'Proses identifikasi masalah, analisis dan
evaluasi  bukti vang dilakukan secara independen,
ob¥ektif dan profésional berdasarkan standar audit,
untuk menijlai keb.e-narén, keceﬁnatan, kredibilitas,
' efektivitas, efisiensi, , dan keandalan informasi .
pelaksanaan tugas dan ftmg31 instansi pemermtah ,
2. Reviu; | ”Ld'alah. Pereiaahan ulang buktl bukti suatu kegiatan |
\ ,untuk mc;mastlkan' bahwa kegiatan tersebut' telah
' ~dilaksanaken sesuai deng:cm ketentqaq, , Standar,

| rencana gtau norma yang'telah ditetapkan.
3. Evaluasi; ' .'I adalah Rangkaian ' kegiatan membahdingkan

' hasil/prestasi  suatu  kegiatan' dengan  standar,

{ ! rencana, atau noxlma} yang teiah' ditetapkan dan .

p menentukan faktor-faktor yéng n}cmpengaruhi
. i 1 I

T |



| C - . 1
lceberhasilan' atau kegagalan suatu kegiatan dalam
! ' ,, mencapai tujuan. - ‘ :
4 Moflitoring; adalah ProsesI penjlaian ' kemajuan suatu
- program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah
ditetapkan.
5. Kegiatan Pengawasan Lainnya; Iadalah Kegiatan selain 4 (empat) kegiatan

' ptngawasan utama di. atas daldm menunlang__

T ) tercapamya fungsg pengawasan Inspektorat.
Y 1 !

Dalam rangka melaksanakan 5 (litha) kegiatan pokok pengawasan ini, maka

Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow menyusun Program Kerja

Pengawasan Tahunan. i ' ‘ 1
. MATERI PEMERIKSAAN :

' Pasal 24 avat (1) Peraturan Peme'rintéh Nomor 79 !Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
menentukan : Pengawasan terhadap urusan, Pemerintahan' di Daerah
dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern; Pemerintah (APIP) sesuai dengan

fungsi dan kewenangannya ' ' : '
'

Berdasarkan kewenangan tersebut maka Inspektordt Daerah Kabupaten Bolaang
Mongondow untuk Tahun Anggaran 2018 menyusun Program Kerja Pengawasan

Tahuhan (PKPT) yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76

Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengawasan Di nggkungan Kementerian Dalam

Negeri dan Penvelenggaraan Peme;intahax} Daerah Tahun 2017, dengan materi

. . ]
pengawasan sebagai berikut : n'y !

[. AUDIT/PEMERIKSAAN | ',

| ;
a. Pemeriksaan Keuangan dard Barang Milik Daerah :

1. Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
2. Pertanggungmm aban belanja perjalanan dmas,
3. Pf‘rtanggun ]awaban belanja hibah dan bantuan sosml
4. Pengelolaan manajemen kas dan pengelolaan persedlaan dan
S. Pengel olaan Aset.
b. Pemer:ksaan Reghler i
1. Pemeriksaan t’erhadap Perangkat Daerah / Kecamatan / Kelurgahan /
'BUMD; : : .
'2. Pengelolaan Dana BOK dan BOS; dan
3. Pengelolaan Dana,Desa, Alokasi Da,nsla Desa dan Dana Bagi Hasil.
c. Pengaduan Iviasyaral;at : '
1. Dugaan KKN;.

2. Peny alahﬁu naan Wewenang; ‘ :

3. Hambatan dalam .pelayanan'masyarakat dan '




4. Pelanggaran disiplin PNS. 1" iy :

[I. REVIU

1. Reviu Dokumen P,erencanaan dan Anggaran Daerah

2. Reviu Laporan Kehangan Daerah; ol

8. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan ’

4. Reviu 'Pendadaan Barang Jasa dan Penyerapan Anggafan.-
I, EVALUA%] ' '

1. Evaluam Reformasi Birokrasi; | | v

2 Evaiuam Laporan Kinerja SKPD, dan

3. Evaluam Tindak 'Lanjut Hasil Pengavyasan

[V. MONITORING o
1. Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa; dan
2. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

V. KEGIATAN PENGAWASAN LAINNYA

[} \
1. Fasilitasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
1

2. Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Bidang Pengawasan;

. ) !
3. Koordinasi Program Pengawasan;

4. Pendidikan dan Pelatihan / Pengembangan Profesi; dan !
5. Proses Penyelesaian TP'/ TGR. v o ;
C. METODE PENGAWASAN '

. i
Metode pengawasan merupakan cara atau langkah' yang ditempuh oleh
Inspek"torat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam melakukan

pengawasan untuk, mencapai tujuan pengawa}san,'adapun cara / langkah yang
‘ 1
ditempuh yaitu : : Y

1. Menetapkan Penjdekatan Pemerxksaam ' K '

a. Reguler, dengan melakukan pemetiksaan pada semua aspek antara lain :
Tugas Pokok dan F‘ungsu Pengelqlaan Sumber Daya Manusia, Pengelolaan
heuangan dan ’Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan !

b. Tematik, dengan melakukan pemerlksaab pada satu aspek yang perlu
didalami dalam pemeriksaan. . t

2. Menetapkan Sumber Daya Manusig 0

a. Jumlah APIP : | 'l

1 ]]

Pejabat Struktural : 8 PNS,

" Pejabat Fungsional Pemeriksa : - PQUIiD

- Audntor

Staf Pemerlks L c11 berSertmkat Audator-

' _ 7 lulus Inpassing Auditor
Staf Umum ", : 8 PNS -

b. Susunan Tim Pen%eriksa terdiri dari :
: .

S A'Y‘:l



I
_ |
' -, Penanggungjawab;
- Pengendali Téknis;

- Ketua Tim; dan
(. |

- Anggota Tim.

3. Menetapkan Waktu Pelaksanaan Pengawasan’

Waktu pelaksanaan pengawasan diatur ses.:Uai dengan mateti pemeriksaan,

besaran anggaran, program f kegiatan dan JumIah personil pengawés

4. Menetapkan Pembiayaan ' . | ,

Besarnya snggaran urtuk pelaksznaan kegiatan pengawasan ditata pada

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Daerah Kabupaten
Bolaang Mongondow. " . '

D. OBJEK PEMERIKSAAN th
1. 2 (dua) Sekretariat;

29 [dua"puh.:h lima) Dinas;

3 {tiga') Badan;

15 [lirf}a belas) Kecamatan; '

2 (dua) Kelurahan; _ _ |

2 (dua) BUMD; |

43 (empat puluh tiga) UPTD: dan
8. 200 (dua ratus) Desa.

E. PENUTUP n |

ook w N

~

Demikian Program Kerja Pengawasan Tahunan Kahupaten Bolaang

Mongondow disusun untuk dipergunakan sébagal pedoman Inspektorat Daerah

,dalam metaksanakhn tugas pengawasax?.

BUPATI BOLAAN/G MONGONDQW
i
|

REDJO MOKOAGOW




oy !
|
[

| | , '
' " BABHI
, : KETENTUAN PENUTUP
;o Pasal 8

Peraturan- B{Jpati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
i Agcu setidp orang mengetahumya memerintahkan pengundangan
, i Pexaturaﬂ Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

habupaten Bolaang Mongondow.

P | Ditetapkan di Lolak
. ~ pada tanggal g -4- 2018
v . BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 1

2018 ;

\ET\AFTEQS ALLANG . : v, 0 !
' |

[ | i

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2018 NOMOR.
1




